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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

Bab ini terdiri atas penjelasan dan pembahasan secara rinci terkait dengan 

pengantar perpajakan, pajak bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, 

ketepatan SPPT, sanksi, pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak, pemahaman 

wajib pajak, serta perumusan hipotesis yang akan diuji. 

2.1 Pengantar Perpajakan 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam 

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai 

pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk 

pembiayaan anggaran rutin (Darwin, 2009). Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 

Tahun 2007 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Soemitro (Waluyo, 2011), pajak adalah iuran kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi), yang secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.  
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Berdasarkan pengertian diatas, pajak merupakan kewajiban yang berarti 

dapat dipaksakan dan karenanya harus diatur dalam suatu undang-undang 

perpajakan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

program-program pembangunan berupa investasi masyarakat bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Serta pemungutan pajak tidak disertai dengan 

imbalan (kontraprestasi) secara langsung.  

Fungsi pajak menurut Ilyas (2010), disebutkan ada dua fungsi 

pemungutan pajak, yaitu:  

a) Fungsi penerimaan (Budgetair), yaitu untuk mengumpulkan uang pajak 

sebanyak-banyaknya sesuai dengan UU berlaku yang pada waktunya akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu 

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) 

akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. 

b) Fungsi Mengatur (Regulair), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan dari bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: 

PPnBM, Pajak Ekspor 0% dan lain-lain. 

Upaya Fungsi budgetair, dalam penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran rutin maupun pembangunan ditempuh dengan cara berbagai jenis 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

lain-lain.  
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Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Waluyo, 2011): 

a. Equality (syarat keadilan) 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada 

orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan 

sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib 

pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan 

kepentingannya dan manfaat yang diminta. 

b. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib 

pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, 

kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

c. Economy (syarat ekonomi) 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban 

yang ditanggung wajib pajak. 

d. Convinience 

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-

saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib 

pajak memperoleh penghasilan.  

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam (Ilyas, 2010), yaitu: 

1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemungut pajak/pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh 
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seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (WP) bersifat pasif dan menunggu 

dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak 

seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. 

2. Semiself Assessment System  adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak WP  

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang 

merupakan angsuran bagi WP yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada 

akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya 

berdasarkan data yang dilaporkan oleh WP. 

3. Self Assessment System  adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan 

melaporkan sendiri besarnya utang pajak. 

4. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) yang 

bersangkutan untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak 

ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya 

kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus  dan WP tidak aktif. Fiskus hanya 

bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang 

dilakukan oleh pihak ketiga. 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu pengelompokan 

menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Waluyo, 

2011). 
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1. Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak 

yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua sifat, yaitu: 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh Pajak penghasilan 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut: 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak 

Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan 

pedesaan 
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2.2 Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang bersifat kebendaan, 

sebagaimana dimaksud dalam UU No.12 Tahun 1994. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang 

bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan 

objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Tujuan dari PBB adalah untuk 

(Soemitro, 1989): 

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga 

mudah dimengerti oleh rakyat. 

2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta 

tak bergerak dan kewajibannya. 

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat 

mengerti hak dan kewajibannya. 

4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai 

undang-undang pajak yang sifatnya sama. 

5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk 

menegakkan otonomi daerah dan untuk pembiayaan daerah. 

6. Menambah penghasilan. 

Subjek Pajak yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 

bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/ atau memperoleh/manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah subyek pajak 

(orang pribadi/badan) yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Pada 
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umumnya setiap orang/badan secara nyata mempunyai hak atas bumi atau 

memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan 

yang bersangkutan bisa dikenakan pajak bumi dan bangunan (Darwin, 2009). 

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi 

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi 

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: 

sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan lain sebagainya. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat 

usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan 

minyak lepas pantai, dan sebagainya (Darwin, 2009). 

Pasal 3 Undang-Undang PBB memberikan pengecualian bumi dan/atau 

bangunan yang tidak dikenakan PBB (Darwin, 2009), yaitu objek pajak yang: 

a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu. 

c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak. 

d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan 

timbal balik. 
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e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan 0.5%, dasar pengenaan PBB adalah Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP), sedangkan dasar perhitungannya adalah Nilai Jual Kena 

Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut (Darwin, 2009): 

a. 40% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan 

dengan NJOP sama atau lebih dari Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) 

b. 20% untuk objek pajak lainnya. 

Tabel 2.1 

Tarif Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 

 

 

 

 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Sebagai warga negara kita harus menyadari kewajiban-kewajiban kita terhadap 

negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak yang diberikan negara 

terhadap kita. Terutama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan  

sistem Self Assessment wajib melakukan sendiri  penghitungan, pembayaran, dan 

pelaporan. Sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak 

yang diatur oleh undang-undang yang nantinya sejumlah uang tersebut guna 

membiayai pengeluaran pemerintah untuk mensejahterahkan para masyarakat 

PBB    =  Tarif Pajak x NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 

=  0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 
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seperti dibuat jalan beraspal, dan penambahan lampu-lampu untuk menerangi 

jalan umum.   

Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan 

kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Sedangkan pengertian dari kepatuhan 

mengandung unsur sebagai berikut: 

1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek terhadap obyek pajak 

2. Adanya sikap setuju dari subyek 

3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan 

sikap yang telah dimilikinya 

Kepatuhan perpajakan yaitu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Adapun 

macam-macam kepatuhan pajak terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu kepatuhan 

formal dan kepatuhan material (Rahayu, 2010): 

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal 

dalam undang-undang perpajakan. 

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan 

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 
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Simanjuntak & Mukhlis (2012) menyatakan, masyarakat wajib pajak dibagi 

menjadi 4 tingkatan kepatuhan, yaitu: 

1.  Wajib pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. 

2. Masyarakat/wajib pajak yang selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan 

peluang menghindar pajak walau tidak selalu berhasil. 

3. Dimana wajib pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan 

perpajakan yang berlaku. 

4.  Sudah pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan 

pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya. 

Sedangkan kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak 

dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak 

yang tinggi. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan 

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

2.4 Ketepatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi 

sebagai berikut: “Dalam rangka pendataan, subjek wajib pajak mendaftarkan 

objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)” 

(www.pajak.go.id).  

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pelunasan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
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(SPPT) merupakan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi 

keterangan tentang luas tanah dan/atau bangunan, kelas tanah dan/atau bangunan 

serta besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Juga berisi 

keterangan tentang jatuh tempo pembayaran dan di bank mana pajak terutang 

dapat dibayar. Menurut Undang-Undang Pasal 11 pembayaran pajak bumi dan 

bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT 

PBB diterima wajib pajak  (Darwin, 2009). 

 

2.5 Sanksi 

Peraturan perpajakan berupa undang-undang pajak beserta aturan pelaksanaannya 

dimaksudkan untuk tidak memberikan peluang untuk dapat ditafsirkan oleh siapa 

saja, melainkan suatu ketentuan yang pasti dan bagi yang melanggarnya terkena 

sanksi sesuai ketentuan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau 

ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2009).  Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi 

pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib 

pajak dapat dikenai sanksi berupa (Darwin, 2009): 

a. Sanksi Administrasi 

1. Denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan 

berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media 

pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah 

ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 
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hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat 

diterbitkan Surat Paksa (SP). 

2. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya 

dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana 

ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari 

PBB yang terutang. 

3. Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar 

(lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda 

administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang. 

b. Sanksi Pidana 

Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau 

mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ atau 

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian 

bagi negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan 

atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang (Pasal 24 

UU No.12 Tahun 1994); 

a. Barang siapa karena dengan sengaja (Pasal 25 ayat 1 UU No.12 Tahun 

1994), dalam hal: 

1. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat 

Jenderal Pajak; 

2. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar; 
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3. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang palsu 

atau dipalsukan seolah-olah benar; 

4. Tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen 

lainnya; 

5. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 

diperlukan; 

sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali 

pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang 

melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, 

terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang 

dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.  

 

2.6 Pelayanan Pajak 

Kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak 

dalam mengoptimalkan penerimaan negara (Rahayu, 2010). Pelayanan adalah 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan 

keberhasilan (Boediono, 2003). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum. 
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2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya 

guna dan berhasil guna (efisien dan efektif). 

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

Pelayanan pajak adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh fiskus atau 

petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Koentarto, 2011). Pelayanan pajak 

yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan pajak kepada para wajib 

pajak sesuai prosedur dan tidak menyulitkan wajib pajak. Tujuan pelayanan prima 

ini (Rahayu, 2010) adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak 

yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 

yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. 

 

2.7 Pendapatan Wajib Pajak 

Kemampuan wajib pajak merupakan kesanggupan wajib pajak membayar pajak 

yang ditinjau dari rasio ketetapan dengan pendapatan wajib pajak (Mu‟minatus & 

Istiqomah, 2005). Pendapatan sebagai nilai balas jasa atau kontraprestasi yang 

diterima oleh seorang atas kegiatan faktor-faktor produksi yang dimiliki atau 

dihasilkan (Shiddiq, 2011). Menurut Sumardi (Shiddiq, 2011), mengemukakan 

tentang pendapatan dan bukan pendapatan sebagai berikut: 

1. Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan: 
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a. Dari gaji dan upah yang diperoleh dari: kerja pokok, kerja sampingan, 

kerja lembur, kerja kadang-kadang. 

b. Dari hasil sendiri yang meliputi: hasil bersih dari usaha sendiri, 

komisi, penjualan dari kerajinan rumah. 

2. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan: 

a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk: Beras, pengobatan, 

transportasi, perumahan, dan rekreasi. 

b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah: Pemakaian barang 

yang diproduksi di rumah, sewa yang harus dikeluarkan terhadap 

rumah sendiri yang ditempati. 

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang 

berupa: pengambilan tabungan, penagihan piutang, pinjaman uang, 

kiriman uang, hadiah atas pemberian, warisan. 

Jadi tingkat pendapatan antara satu orang dengan lainnya tidak sama, hal ini 

tergantung dari jenis pekerjaan, lamanya pekerjaan, pangkat/jabatan yang 

diduduki dan sebagainya. Koentarto (2011) menyatakan bahwa pendapatan wajib 

pajak adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat 

mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. 

 

2.8 Pemahaman Wajib Pajak 

Dalam Tesaurus bahasa Indonesia (2007), pemahaman merupakan apresiasi, 

ingatan, keinsafan, kesadaran, kognisi, pengetahuan, pengertian, wawasan, 

interprestasi, konstruksi, pembacaan, penafsiran, penangkapan, persepsi. Menurut 
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Mu’minatus & Istiqomah (2005), Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman 

akan fungsi dan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Pemahaman 

wajib pajak terhadap UU dan peraturan perpajakan PBB berfungsi penting, karena 

merupakan elemen kognitif dari sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku 

perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi 

keberhasilan perpajakan (Widajantie, 2005). 

  

2.9 Pengaruh ketepatan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak  

SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib 

pajak dan SPPT dapat ditentukan berdasarkan data objek pajak yang ada pada 

Direktorat Jenderal Pajak (Waluyo, 2011). Ketepatan merupakan akurasi, 

kecermatan, ketelitian (Endarmoko, 2007). Ketepatan SPPT merupakan hal yang 

penting karena SPPT diberikan kepada wajib pajak berdasarkan hasil dari 

pendataan wajib pajak atas besarnya luas bumi dan bangunan yang dimiliki. Hasil 

SPPT tersebut akan dibayar oleh wajib pajak berdasarkan hasil dari kepemilikan 

bumi dan bangunan, oleh karena itu ketepatan SPPT diperlukan. Menurut 

Undang-Undang Pasal 11 pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima wajib pajak. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Koentarto (2011) menyimpulkan 

bahwa SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

terkait pengaruh ketepatan surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan 

wajib pajak ialah sebagai berikut: 

Ha1 : Terdapat pengaruh ketepatan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

2.10 Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak  

Di dalam hukum pajak diatur pajak hak dan kewajiban wajib pajak serta pihak 

pajak. Agar undang-undang dapat secara efektif dilaksanakan, setiap aturan 

tentang kewajiban harus ada sanksinya, jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi. 

Sanksi diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan merupakan 

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Sanksi 

perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran 

dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang 

perpajakan dapat dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 

administrasi terdiri  atas bunga, kenaikan dan denda. Sementara, sanksi pidana 

dapat dibedakan menjadi sanksi pidana karena alpa, sengaja, dan sanksi karena 

melakukan percobaan tindak pidana. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Koentarto (2011) menyimpulkan bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

terkait pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak ialah sebagai berikut: 

Ha2 : Terdapat pengaruh antara sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

2.11 Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  

Pelayanan Pajak adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh fiskus atau 

petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Koentarto, 2011). Pelayanan pajak 

yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan pajak kepada para wajib 

pajak sesuai prosedur dan tidak menyulitkan wajib pajak. Apabila pelayanan 

pajak dirasakan oleh wajib pajak lebih baik maka diharapkan wajib pajak lebih 

meningkatkan kembali dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut 

Rustiyaningsih (2011) salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas maka wajib pajak akan senang 

dalam membayar pajak dan patuh dalam membayar pajak (Sapriadi, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Koentarto (2011) menunjukkan bahwa pelayanan 

pajak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam melakukan 

pembayaran pajak bumi dan bangunan. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

terkait pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ialah sebagai 

berikut: 

Ha3 :  Terdapat pengaruh antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

2.12 Pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan 

besarnya penghasilan. Di mana berarti semakin tinggi kemakmuran seseorang, 

maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. 

Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak tepat waktu (Rustiyaningsih, 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh Koentarto (2011) menemukan bahwa pendapatan wajib pajak 

berkaitan signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran 

pajak bumi dan bangunan. Pendapatan wajib pajak adalah suatu tingkat besarnya 

pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat 

dalam membayar PBB (Koentarto, 2011).   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

terkait pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ialah 

sebagai berikut: 

Ha4 : Terdapat pengaruh antara pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 
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2.13 Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  

Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap 

wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari 

petugas pajak, selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak ada yang 

diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku 

perpajakan, dan sebagainya (Supriyati & Hidayati, 2008). Menurut Darmawan 

(2012), Pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman wajib 

pajak adalah pemahaman akan fungsi dan pentingnya membayar pajak bumi dan 

bangunan (Mu‟minatus & Istiqomah, 2005). Selain belajar dan berpikir, adanya 

pengetahuan pajak juga diperlukan, karena dengan adanya pengetahuan pajak 

maka seseorang dapat menangkap informasi dan dapat memahaminya.   

Penelitian yang dilakukan oleh Mu‟minatus & Istiqomah (2005) 

menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berkaitan signifikan terhadap  

keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Begitu juga dengan hasil 

penelitian dari Darmawan (2012) yang telah menunjukkan bahwa pemahaman 

wajib berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan (PBB).  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

terkait pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ialah 

sebagai berikut: 
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Ha5 : Terdapat pengaruh antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan 

pajak.  

Hasil penelitian Koentarto (2011) yang menunjukkan bahwa SPPT, 

pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi berpengaruh secara simultan 

terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Begitu juga 

dengan hasil penelitian dari Darmawan (2012) yang telah menunjukkan bahwa 

pemahaman wajib pajak dan iklan pajak secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 

(PBB).  

Ha6 :   Terdapat pengaruh simultan antara ketepatan surat pemberitahuan pajak 

terutang (SPPT), sanksi, pelayanan pajak, pendapatan wajib pajak, pemahaman 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

A. Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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